
Penetapan WP Non Efektif
No. SK :

Persyaratan

1. PENETAPAN NE PRIBADI : 1. SUPER BERMATERAI ALASAN NE (format ada di folder ini) 2. FC KTP

2. PENETAPAN NE BADAN : 1. SUPER BERMATERAI ALASAN NE (format ada di folder ini) 2. FC KTP dan 

NPWP seluruh pengurus yang ada di akta 3. FC Akta 4. Stempel 5. Pastikan penandatangan adalah 

pengurus yg terdaftar di sistem

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. Pasal 25 (1) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (3) melalui: a. Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal 

Pajak, dilakukan dengan: 1. mengisi dan menyampaikan Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; 

dan 2. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) lampiran permohonan dan dokumen 

pendukung; atau b. contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, dilakukan dengan memanfaatkan 

layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif 

yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara 

elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. (3) Dalam rangka proses pengajuan 

penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus memenuhi proses validasi identitas 

untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak sendiri yang mengajukan permohonan dimaksud. (4) 

Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara elektronik melalui contact center dan/atau 

saluran tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan telah diterima oleh 

Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak telah menyatakan afirmasi atau pernyataan secara 

sungguh-sungguh atas permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif yang disampaikan melalui 

layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1): kepada Wajib Pajak diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau permohonan dianggap tidak diajukan dan: 

Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah 

terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi Registrasi, 

dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak tidak memproses lebih lanjut permohonan Wajib 

Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui contact center atau saluran tertentu lainnya, 

dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

2. Pasal 26 (1) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan Wajib Pajak dengan: mengisi dan menandatangani Formulir 

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; dan melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan 

dokumen pendukung. (2) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat disampaikan: a. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; 

atau b. melalui: pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. (3) Berdasarkan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP atau KP2KP: dalam hal permohonan memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan dan memberikan BPS kepada Wajib 

Pajak; atau dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang 

disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis 

kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan 

yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat. (4) Dalam hal permohonan diterima pada KP2KP, Kepala KP2KP meneruskan permohonan 

tersebut ke KPP pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima. *Dasar Hukum 

mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/Pj/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

- - 

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 09:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8195534/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-kalimantan-selatan-dan-tengah/penetapan-wp-non-efektif


Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPNE

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

- - 

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 09:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8195534/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-kalimantan-selatan-dan-tengah/penetapan-wp-non-efektif

